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Abstrak

Perkembangan e-Government di Indonesia tidak menunjukkan tren positif. Faktor
penyebabnya, antara lain minimnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan
dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan investasi. Kajian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian-penelitan yang telah dilakukan selama lima
tahun terakhir dari perspektif dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl) yaitu
dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ni
menggunakan metode Systematic Literatur Review dengan sumber data Portal Garuda-
Indonesian Publication Index (IPl). Jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 105 yang
kemudian dikelompokkan berdasarkan dimensi PeGl dan metode penelitian yang
digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian terkait
e-Government masih kurang. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian penelitian juga tidak
menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan e-Government di Indonesia.
Namun fakta tersebut membuka potensi penelitian dengan tema e-Government yang
masih sangat besar. Penelitian dengan tema ini membutuhkan dukungan pemerintah dan
kolaborasi berbagai lembaga terkait sehingga berkontribusi meningkatkan posisi e-
Government Indonesia.

Kata kunci: e-Government, pemeringkatan e-Government Indonesia, studi literatur
sistematis

Abstract

e-Government development in Indonesia has not shown positive trend. One of the causes is
the lack of contribution from research and development agencies in providing inputs in
order to optimise investations. This study aims to explore studies that has been carried out
in the past five years from the perspective of Indonesian e-Government Ranking Dimension,
i.e. policy dimension, institutional dimension, infrastructure dimension, application
dimension and planning dimension. This study uses Systematic Literature Review method
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and data source from Portal Garuda — Indonesian Publication Index (IPl). The number of
articles is 105, which then classified into PeGl dimension and research method used. Results
of the study indicate that there are lack of e-Government studies. Moreover, there is no
significant contribution in e-Government development in Indonesia. However, those facts
suggest that there are wide potentials in exploring e-Government theme. Studies under this
theme require governmental support and collaboration among relevant agencies in order

to increase Indonesia e-Government status.

Keywords: e-Government, Indonesia e-Government Ranking, Systematic Literatur Review

PENDAHULUAN

Perkembangan  e-Government di
Indonesia mengalami kemunduran dibanding
beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan hasil survei e-Government yang
dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) melalui data yang dirilis
publicadministration.un.org  menempatkan
Indonesia di posisi 116 dari 193 negara. Posisi
tersebut turun 10 peringkat dibanding 2
tahun lalu. Bahkan peringkat terbaik
Indonesia hanya pada posisi 96 di tahun 2005.
Bandingkan dengan Thailand yang berada di
posisi 77, naik 25 peringkat dari tahun 2014.
Begitu pula dengan Vietnam (89) dan Filipina
(71) yang masing-masing naik 10 dan 24
peringkat. Fakta ini menjadi masalah serius
bagi Indonesia di tengah upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
telah dilakukan pemerintah.

Secara nasional, penilaian
implementasi e-Government juga dilakukan
menggunakan 5 dimensi Pemeringkatan e-
Government  Indonesia (PeGl)  vyang
dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika. PeGl bertujuan untuk
menyediakan acuan pengembangan dan
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah
serta mendapatkan peta kondisi pemanfaatan
TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.
Hanya saja, pada data yang disediakan tidak
ditemukan nilai akhir nasional 2015 sehingga
sulit membandingkan dengan hasil
pemeringkatan yang dikeluarkan oleh PBB.
Data hasil penilaian disajikan berdasarkan
lembaga/kementerian, provinsi dan
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kabupaten/kota. Data PeGl untuk
kementerian misalnya, dari skala 1 sampai 5
didapatkan angka 2,5 untuk dimensi
kebijakan, 2,4 untuk dimensi kelembagaan,
2,5 untuk dimensi infrastruktur, 2,5 untuk
dimensi aplikasi, dan 2,4 untuk dimensi
perencanaan dengan rata-rata keseluruhan
adalah  2,5. Berdasarkan  metodologi
pemeringkatan yang digunakan angka 2,5
berarti KURANG BAIK (pegi.layanan.go.id/).
Angka-angka tersebut (pemeringkatan
nasional dan internasional) menjadi fakta
bahwa upaya membangun dan
mengembangkan e-Government di Indonesia
belum optimal. Dengan PeGl bahkan dapat

dilihat kelemahan implementasi e-
Government dari 5 dimensi yang digunakan.
Kebijakan pengembangan e-

Government di Indonesia sebenarnya telah
dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden
nomor 3 tahun 2003. Sejak saat itu berbagai
kebijakan lainnya dikeluarkan dan lembaga
yang mendukung pengembangan e-
Government mulai dibentuk. Lembaga yang
dibentuk mulai yang bersifat independen
seperti Dewan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional (Wantiknas) hingga unit
yang melekat pada kementerian yaitu
Direktorat e-Government pada Direktorat
Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
hingga Asisten Deputi Perumusan Kebijakan
dan Koordinasi Pelaksanaan  Sistem
Administrasi Pemerintahan dan Penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun,



IPTEK-KOM, Vol. 19 No. 1, Juni 2017: 51-62

dapat dipersepsikan bahwa lembaga-lembaga
tersebut belum cukup efektif dalam
menyusun  strategi pembangunan  e-
Government sehingga waktu 13 tahun belum
cukup bagi Indonesia untuk sejajar dengan
negara-negara berkembang di Asia Tenggara
dalam mengimplementasikan e-Government.

Peran lembaga kajian khususnya
lembaga penelitian dan pengembangan
(Litbang) juga perlu dipertanyakan. Lembaga
Litbang merupakan salah satu unsur dalam
pembangunan nasional, yakni sebagai
pengembang ilmu  pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), maka lembaga Litbang
dituntut untuk dapat mengidentifikasi
kebutuhan dan persoalan yang dihadapi para
pengguna IPTEK. Lembaga Litbang tidak boleh
menjadi suatu entitas yang terisolir dari
realita kebutuhan dan persoalan masyarakat
dan negara. Dalam hal ini, hasil-hasil kajian
terkait pengembangan e-Government juga
dibutuhkan untuk menjawab permasalahan
yang ada selama ini, serta menjadi acuan
dalam merumuskan arah dan model
pengembangan e-Government yang sesuai
dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu,
kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
dan mengkaji hasil-hasil penelitian dengan
tema e-Government di Indonesia dan melihat
kebutuhan kajian selanjutnya dalam konteks
e-Government. Sehingga penelitian-
penelitian dengan tema e-Government
selaras dengan kebutuhan pengambil
kebijakan khususnya pemerintah. Studi
literatur seperti ini penting untuk kebutuhan
penelitian selanjutnya (Wahyudin, Hasibuan
2015), diantaranya untuk mengetehui posisi
sebuah penelitian dan melihat potensi dan
tren penelitian pada tema tertentu di masa
depan.

Penelitian ini menggunakan dimensi
Pemeringkatan e-Government Indonesia yang
menjadi standar dalam penilaian
implementasi e-Government di Indonesia.
Dimensi yang digunakan adalah kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan
perencanaan. Pemeringkatan dilaksanakan
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dari tahun 2012 hingga 2015 dimana lembaga
pemerintah dikelompokkan dalam beberapa
klaster, yaitu Hasil PeGl Kabupaten/Kota per
provinsi, Hasil PeGl Provinsi, Hasil PeGl
Kementerian, dan Hasil PeGl Lembaga
Pemerintah  Non-Kementerian.  Penilaian
dilakukan menggunakan metode assesmen
dengan teknik kuesioner kemudian
diverifikasi oleh tim penilai. Hasil penilaian
kemudian diumumkan setiap tahun beserta
hasil pemeringkatannya.

Dimensi-dimensi PeGl yang dijelaskan
pada  situs Direktorat  e-Government
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(http://pegi.layanan.go.id/) bahwa dimensi
kebijakan merupakan landasan utama bagi
pengembangan dan implementasi e-
Government  vyaitu  berupa  dokumen-
dokumen resmi berisi antara lain penentuan
dan penetapan arah/tujuan, program kerja,
tata cara atau pengaturan bagi
pengembangan dan implementasi e-
Government di lingkungan instansi. Dimensi
kelembagaan  berkaitan erat dengan
keberadaan organisasi yang berwewenang
dan bertanggung jawab terhadap
pengembangan dan pemanfaatan TIK.
Selanjutnya dimensi infrastruktur berkaitan
dengan sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan dan
pemanfaatan TIK. Kemudian dimensi aplikasi
berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat
pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang
mendukung layanan e-Government secara
langsung (front office) atau tidak langsung
(back office). Terakhir adalah dimensi
perencanaan yang berkaitan dengan tata
kelola atau manajemen perencanaan TIK yang

dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan.
METODE

Penelitian ini adalah penelitian

eksploratif, yaitu penelitian yang
dilaksanakan untuk menggali data dan
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informasi tentang topik atau isu-isu baru
yang  ditujukan untuk kepentingan
pendalaman atau penelitian lanjutan. Tujuan
penelitian adalah untuk merumuskan
pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat
yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan
atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya
menggunakan penelitian eksplorasi untuk
mendapatkan pengetahuan yang cukup
dalam penyusunan desain dan pelaksanaan
kajian lanjutan yang lebih sistematis.
Penelitian eksploratori pada umumnya
dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan
"Apa (what)” (Apa sesungguhnya fenomena
tersebut?).

Tujuan dari penelitian eksploratif ini
adalah untuk memetakan dan mengkaji isu-
isu berbagai hasil penelitian dengan tema e-
Government dari perspektif 5 dimensi
Pemeringkataan e-Government Indonesia
(PeGl). Penggunaan PeGl dianggap relevan
karena dimensi tersebut digunakan dalam
menilai efektivitas pengembangan dan
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah di
Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah
bagaimana hasil-hasil penelitian e-
Government di Indonesia dari perspektif
dimensi PeGlI? Isu-isu apa yang menjadi fokus
penelitian pada masing-masing dimensi?

Pada penelitian ini ditetapkan bahwa
sumber informasi adalah hasil penelitian
terkait e-Government yang diambil dari situs
Indonesian Publication Index dengan alamat
website  http.//id.portalgaruda.org/. Portal
Garuda IPl (Indonesian Publication Index)
adalah suatu gerbang penelusuran, indeksasi,
abstraksi, monitoring, dan untuk peningkatan
standar kualitas publikasi ilmiah di Indonesia.
Portal ini diinisiasi oleh komunitas ilmuan
bernama Institute of Advanced Engineering
and Science atau disingkat |AES wilayah
Indonesia. Saat ini terdaftar 3.677 jurnal
dengan jumlah artikel sebanyak 350.086
(id.portalgaruda.org, 2016).

Model penelitian yang digunakan ialah
systematic literature review yang pernah
digunakan oleh Alzahrani dkk. (2016)
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sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.
Model penelitian yang sama juga digunakan
oleh Yang dkk. (2017) dan Pickering & Byrne
(2013) yang menggunakan systematic review
untuk mengkaji isu terkait risiko perjalanan
wisata dan gender, sedangkan Pickering
membahas manfaat systematic review pada
sebuah penelitian khususnya bagi mereka

yang sedang menyelesaikan program
doktoral.

Penelitian dimulai dengan
menetapkan kata kunci pencarian,

selanjutnya melakukan pencarian data
melalui aplikasi mesin pencari yang telah
ditetapkan. Berdasarkan kajian singkat (judul,
abstrak dan kesimpulan) dari setiap artikel
yang diambil, dilakukan pengelompokan data
berdasarkan 5 dimensi PeGl dan metode
penelitian yang digunakan. Data yang tidak
terkait dengan 5 kelompok tersebut
dimasukkan pada Kelompok “Lainnya”. Kata
kunci vyang ditetapkan adalah  “e-
Government”, “e-Government Indonesia”,
“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.
Jangka waktu penelitian ditetapkan adalah
antara tahun 2011 hingga 2016.

Kata Kunci | Pencarian [P Pengelompokan

Kesimpulan Analisis

Gambar 1. Model Penelitian

Langkah selanjutnya ialah melakukan
analisis untuk masing-masing dimensi dengan
tujuan untuk melihat isu-isu yang dikaji oleh
peneliti. Cara ini dilakukan selain untuk
mengelompokkan hasil penelitian, juga untuk
memetakan berbagai permasalahan yang
menjadi fokus penelitian e-Government di
Indonesia dari perspektif PeGl yang
digunakan dalam penelitian ini.

Terakhir ialah menyusun sebuah
kesimpulan penelitian yang menjawab
pertanyaan penelitian tentang hasil-hasil
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penelitian  e-Government di Indonesia
berdasarkan dimensi PeGl serta Isu-isu yang
menjadi fokus penelitian pada masing-masing
dimensi. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Desember 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian data
melalui Portal Garuda dengan kata kunci yang
telah ditentukan, ditemukan 105 artikel. Pada
Gambar 2 digambarkan bahwa untuk dimensi
kebijakan ditemukan sebanyak 32 (30%)
artikel, dimensi kelembagaan sebanyak 8
(8%) artikel, dimensi aplikasi sebanyak 18
(17%) artikel, dimensi infrastruktur sebanyak
9 (9%) artikel, dan dimensi perencanaan
sebanyak 8(8%) artikel. Adapun 30 artikel
lainnya tidak dapat dikategorikan dalam
dimensi-dimensi PeGl.

JUMLAH PENELITIAN BERDASARKAN DIMENSI PEGI

M Kebijakan m Kelembagaan M Aplikasi ® Infrastruktur @ Perencanaan M Lainnya

Gambar 2. Jumlah Penelitian Berdasarkan Dimensi
PeGl

Selanjutnya dari artikel yang berhasil
dikelompokkan (75 artikel), dilakukan
pengelompokan berdasarkan metode
penelitian yang digunakan (Gambar 3).
Hasilnya ialah metode studi kasus merupakan
metode yang paling banyak digunakan oleh
peneliti. Pemilihan metode ini diyakini karena
para peneliti melakukan kajian yang spesifik
khususnya yang berhubungan dengan
pemerintah daerah. Hasil penelitian dengan
studi kasus tidak dapat menjadi rujukan
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umum karena karakter dan kebutuhan setiap
lembaga pemerintah berbeda dengan
lembaga pemerintah lainnya.

METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN

W Studi Kasus M Survey M Eksperimen M Literatur Review

Gambar 3. Metode Penelitian Digunakan

Isu Penelitian Terkait Kebijakan

Jumlah artikel yang didapatkan pada
bagian ini adalah 32 (30%) artikel. Isu-isu yang
dibahas didominasi oleh kebijakan
pengembangan sumber daya manusia (SDM)
(Arsyad 2015; Mustam dkk. 2015; Sensuse
dkk. 2015; Silalahi dkk. 2015; Darmawan
2011; Dewi dkk. 2014; Himawan 2012) yang
dianggap kurang diperhatikan dan menjadi
hambatan dalam implementasi e-
Government. Kebijakan yang diambil oleh
pemerintah maupun pemerintah daerah
adalah memprioritaskan pada pembangunan
infrastruktur TIK. Pada praktiknya, kebijakan
ini pun tidak optimal, terbukti masih banyak
infrastruktur  yang kurang terjamin
ketersediannya, terutama jaringan internet
(Ramawati dkk. 2016, p. 4; Vergien, Marta
2016; Sudrajat 2015; Yuni Lestari dkk. 2015;
Astuti dkk. 2013).

Secara umum, hasil-hasil penelitian
terkait isu kebijakan menggunakan data
kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan
itu, isu ini tidak dapat digeneralisir karena
bisa saja kebijakan terkait SDM yang tidak
efektif serta infrastruktur yang tidak optimal
tidak terjadi dibeberapa daerah. Isu lain yang
dibahas adalah produk hukum vyang
mendukung implementasi e-Government,
perencanaan (Wahyuni, Angraini 2015), serta
proses kerja yang berorientasi pada proses
kerja berbasis digital.

| 55



IPTEK-KOM, Vol. 19 No. 1, Juni 2017: 51-62

Sebagai solusinya ialah perlu dikaji
secara luas, bila perlu secara nasional, model-
model kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dalam mendorong implementasi
e-Government. Kemudian dibutuhkan model
sinkronisasi kebijakan pengembangan e-
Government antara pemerintah pusat dan
daerah yang kerap menimbulkan masalah
ketimpangan. Misalnya isu pembangunan
infrastruktur internet melalui program
Universal Service Obligation (USO) vyang
berlajalan sejak tahun 2013. Isu kebijakan
tersebut perlu dikaji lebih dalam sehingga
pemerintah pusat dan daerah dapat
mengadopsi model-model komunikasi yang
efektif yang berdampak pada tercapainya
tujuan program.

Isu Penelitian Pada Dimensi Kelembagaan

Terdapat 8 artikel (8%) vyang
ditemukan pada Portal Garuda vyang
membahas tentang aspek kelembagaan e-
Government. Isu yang menarik antara lain
pengaruh karakter individu dalam
implementasi e-Government (Karis, Tyas
Catur, 2011). Hasil penelitian tersebut
menjelaskan bahwa karakter individu sangat
signifikan mempengaruhi efektivitas
implementasi e-Government. Pengaruh ini
ditentukan oleh faktor umur, pendidikan, dan
pegalaman kerja. Faktor tersebut diikuti oleh
pengaruh sikap individu.

Penelitian lain dilakukan oleh Resta
(2013) yang mengkaji peran bagian
Pengolahan Data Elektronik dalam
penyelenggaraan e-Government di Kota
Semarang. Hasil penelitan ini menunjukkan
aspek-aspek strategis dalam implementasi
pelayanan informasi berbasis internet.
Penelitian ini juga menjelaskan berbagai
hambatan penerapan e-Government, yaitu
budaya berbagi belum ada dimana kultur
berbagi (sharing) informasi belum terbiasa
karena ego-sektoral Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) masih tinggi. Budaya
mendokumentasi juga belum lazim serta
kurangnya SDM yang handal yaitu staf yang
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menguasai bidang TIK sangat terbatas dan
kurang merata di semua SKPD serta kurang
tepat dalam hal penempatan kerjanya.
Infrastruktur yang belum memadai dan
kurangnya penghargaan atau jenjang karier
yang jelas bagi pengelola data fungsional
sehingga banyak staf yang kurang termotivasi
di bidang ini.

Potensi riset pada isu kelembagaan ini
sebenarnya sangat besar karena isu tersebut
termasuk hambatan utama dalam
implementasi e-Government di Indonesia
(Silalahi dkk., 2015). Isu yang menarik dikaji
misalnya terkait peran dan posisi Chief
Information Office (CIO) dalam struktur
pemerintahan di Indonesia, atau peran dan
fungsi Government Public Relation (GPR) pada
lembaga pemerintah serta bagaimana profesi
tersebut memanfaatkan teknologi informasi.
Kedua isu tersebut juga merupakan program
strategis Kementerian Komunikasi dan
Informatika, dimana dalam beberapa tahun
telah  dilaksanakan  berbagai program
pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian,
hambatan-hambatan terkait kelembagaan
sebenarnya sudah teratasi dan berjalan
efektif pada lembaga pemerintah.

Isu Penelitian Pada Dimensi Infrastruktur
Pada dimensi ini ditemukan 9 artikel
(9%) yang membahas tentang infrastruktur
TIK dalam mendukung implementasi e-
Government di Indonesia. Pembahasan
mendalam tentang infrastruktur memang
tidak ditemukan, seperti kajian konektivitas
serta pembangunan jaringan backbone untuk
mendukung infrastruktur e-Government, atau
pengembangan jaringan berbasis radio.
Namun salah satu artikel membahas tentang
arsitektur dasar untuk membangun sebuah
middleware untuk mengintegrasikan layanan
e-Government yaitu pada artikel yang ditulis
oleh Hijrih & Prasetyo (2015). Dengan adanya
middleware integrasi berbagai layanan
pemerintah diharapkan dapat meningkat.
Performa, kinerja dan kualitas layanan publik
pemerintah dapat ditingkatkan. Komponen
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yang dibangun dalam middleware pada
artikel ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan,
kerahasiaan, dan fleksibilitas layanan.

Potensi kajian pada isu ini masih
sangat besar, khususnya dalam lingkup
pengembangan e-Government di Indonesia.
Belum ditemukan kajian yang membahas
pembangunan jaringan pita lebar, Program
Palapa Ring dalam kaitannya dengan
penetrasi perkembangan e-Government di
Indonesia. Pertanyaan seperti apakah daerah
yang terjangkau jaringan Palapa Ring sudah
mendapatkan  layanan internet  yang
memadai? Atau apakah tingkat partisipasi
masyarakat berpengaruh dengan adanya
akses pita lebar di daerah? Merupakan
pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang
menarik untuk dikaji. Tentu saja masih banyak
masalah yang menarik untuk dikaji apabila
peneliti dapat mengidentifikasi hambatan-
hambatan dalam implementasi e-
Government di Indonesia.

Isu Penelitian Pada Dimensi Aplikasi
Dimensi aplikasi merupakan tema
yang paling banyak dibahas dengan jumlah 18
artikel atau 17%. Dari hasil telaah yang
dilakukan terhadap seluruh artikel pada tema
ini, hasilnya kemudian dapat dikelompokkan
menjadi 3, yaitu kelompok yang membahas
pengembangan dan pemanfaatan website,
kelompok  vyang membahas aplikasi
administrasi dan sistem informasi
manajemen, dan kelompok yang membahas
pembangunan dan pengembangan aplikasi
berbasis online. Di antara artikel yang
membahas website ialah yang ditulis oleh
Fuadi & Marom (2016), Noviana dkk. (2015),
dan Suwitri dkk. (2012). Secara umum para
penulis membahas secara teknis arsitektur
rancangan pengembangan media
menggunakan teknologi website untuk
menyebarkan informasi. Sementara itu,
pembahasan tentang sistem informasi dan
aplikasi administrasi  diantaranya Aulia
Rachma & Puspasari (2015), Ketty Djawa &
Puspasari (2015), Salamah & Puspasari
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(2015), Ulima Rahmah & Elizabeth R (2015),
dan Handayaningsih & Ghozali (2014). Secara
mendalam para penulis  membahas
pemanfaatan aplikasi TIK untuk memenuhi
kebutuhan administrasi pemerintah serta
konstruksi sistem informasi yang juga untuk
memenuhi kebutuhan manajemen
pemerintah. Kemudian Romdoni (2013), Gati
(2014), dan Nugroho (2015) membahas lebih
lanjut pemanfaatan aplikasi berbasis online
untuk memenuhi kebutuhan sekaligus
beradaptasi terhadap perkembangan
teknologi saat ini. Pembahasan bukan hanya
pada sisi teknis, tetapi juga bagaimana aspek
manajemen agar implementasi aplikasi
berbasis online dapat berjalan efektif.

Isu Penelitian Pada Dimensi Perencanaan
Dengan jumlah artikel 8 atau 8%, tema
perencanaan secara garis besar dapat dibagi
menjadi 2 yaitu perencanaan pembangunan
e-Government dan perencanaan
pengembangan aplikasi (sistem informasi).
Perencanaan pembangunan e-Government
membahas hal non-teknis seperti kebijakan,
anggaran, serta kesiapan SDM. Sementara
itu, perencanaan pengembangan sistem
informasi bersifat teknis dan disertai notasi
atau simbol-simbol yang umum digunakan
dalam perancangan sistem informasi.
Penelitian dengan tema perencanaan
pengembangan e-Government diantaranya
ditulis oleh Mardahayati (2012), Slamet
(2013), Alusi & Sensuse (2014), Nugroho dkk.
(2015), dan Fairuzabadi, Erizal (2015). Para
peneliti menggunakan berbagai pendekatan
dalam menyusun perencanaan, di antaranya
ada yang menggunakan Dimensi PeGl seperti
yang digunakan pada tulisan ini. Sementara
itu artikel yang membahas tentang
perencanaan pengembangan sistem
informasi diantaranya ditulis oleh Bhaskara
(2016) yaitu Perencanaan Program Sistem
Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
dalam Penerapan e-Government. Namun,
dalam artikel ini, selain aspek teknis, penulis
juga membahas aspek non-teknis seperti
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penyiapan SDM dan sumber anggaran
implementasi.

Artikel yang tergabung dalam
kelompok “Lainnya” lebih banyak membahas
penggunaan kerangka kerja dalam penilaian
implementasi e-Government seperti yang
dilakukan oleh Saputro dkk. (2015), dan
Suhardi dkk. (2015). Kajian lain dilakukan
dalam bentuk studi literatur terkait faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas
implementasi e-Government. Seperti yang
dilakukan oleh Behrens (2012), Sophia Dewi &
Haryanto (2013), dan Napitupulu (2015).
Penelitian-penelitian tersebut juga menarik
untuk dibahas dari perspektif yang lain
sehingga memperkaya hasil kajian dalam
penelitian-penelitian bertema e-Government
selanjutnya.

PENUTUP
Secara  kuantitas  artikel  hasil
penelitian dengan tema e-Government

Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir masih sangat kurang. Jumlah ini
diyakini  berdampak pada  kurangnya
kontribusi  lembaga penelitian  dalam
memberikan data dan informasi terkait
formulasi pengembangan e-Government di
Indonesia. Hal ini juga diyakini menjadi salah
satu faktor inkonsistensi pengembangan e-
Government yang ditandai dengan posisi
peringkat Indonesia pada penilaian e-
Government PBB yang menurun.

Fakta lainnya mengungkapkan bahwa
potensi kajian tentang e-Government dan
tema yag terkait dengan bidang tersebut
masih sangat besar. Dukungan pemerintah
serta kolaborasi dengan lembaga terkait juga
perlu didorong terutama dalam
mengidentifikasi kebutuhan kajian sehingga
penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
selaras dengan kebutuhan lembaga tersebut
(demand-driven) dan menjadi hasil penelitian
yang efektif.
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Penggunaan dimensi PeGl dapat
dijadikan salah dimensi dalam
mengeksplorasi implementasi e-government
dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu
dimensi PeGl merupakan sebuah perspektif
yang dapat dijadikan acuan karena efektif
dalam menilai peringkat e-Government di
Indonesia. 5 dimensi PeGl juga berpotensi
dikembangkan dengan menambahkan
perspektif lain sesuai dengan perkembangan
bidang ini.

Penggunaan  metode  systematic
literature review juga efektif dalam kajian
literatur terutama dalam melakukan studi
awal sebuah bidang pengetahuan. Hal yang
perlu diperhatikan adalah sumber informasi
yang masih dapat diperluas, misalnya sumber
artikel internasional. Dengan demikian, hasil
kajian dapat menunjukkan posisi temuan
penelitian baik pada cakupan nasional
maupun internasional.
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